PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 06 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN

Menimbang

PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 129
ayat {4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tehun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta
dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Buru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan
Pengadaan Barang/Jasa.

bahwa guna kelancaran pelaksanaan anggaran belanja
langsung dan pengadaan barang/jasa, maka
Peraturan Bupati Buru Nomor 04 Tahun 2011
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau
kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu



Mengingat

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 04 Tahun 2011
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran
Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1617), jo Undang-Undang Nomor 46
Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan Kebupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia ~ Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895),
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961) jo
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4878);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
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11.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan



13.

14.

16.

157,

18.

20.

21

21,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
2011;

Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2007
Nomor 42;

Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Buru Tahun 2007 Nomor 43;

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun
2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran
2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011
Nomor 01)



Menetapkan

23,

24,

Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2011 (Berita
Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 01)

Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2011 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja
Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah
Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 04)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 04 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN
PENGADAAN BARANG/JASA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buru Nomor 04
Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran
Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah
Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 04) diubah sebagai berikut:

1

Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Dalam hal PA dan/atau KPA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 tidak dapat melaksanakan tugas
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut,
antara lain karena sedang melakukan kunjungan ke
daerah atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan atau
pelatihan/kursus, menunaikan ibadah haji, dirawat di
rumah sakit, cuti, atau alasan lainnya, maka vang
melaksanakan tugas dan kewenangan PA dan/atau KPA
adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian
(Plh) pada jabatan struktural yang bersangkutan.



Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A
Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huraf ¢ wajib memiliki sertifikat keahlian
Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012.

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, dan diantara ayat (3)
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 9
berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Tugas dan Tanggung Jawab
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pasal 9

(1). Pejabat PA atau KPA pada Sekretariat Daerah
dalam melaksanakan program dan kegiatan
menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku
PPTK.

(2). PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah

dan Sekretariat DPRD;

b. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi pada
Dinas/Badan/Inspektorat;

c.  Staf pada Kantor/Kecamatan/RSUD;

d. Staf pada UPTD/UPT Lembaga Teknis.

(2a). Untuk hal-hal yang bersifat khusus, PPTK dapat
dijabat oleh selain pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), sepanjang diatur dalam Peraturan
Bupati tersendiri.

(3). PPTK mempunyai tugas meliputi :

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan
kegiatan;



(4)-

®)-

c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam
melaksanakan kegiatan pengadaan
barang/jasa.

Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf ¢ meliputi dokumen administrasi
kegiatan maupun dokumen administrasi yang
terkait dengan persyaratan pembayaran yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada

PA atau KPA pada Sekretariat Daerah.

Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)-

@).

Pasal 9A

Dalam hal PPTK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (2) huruf b, dan huruf ¢, tidak dapat

melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 7 (tujuh)

hari kerja berturut-turut, antara lain karena sedang
melakukan kunjungan ke daerah atau ke luar
negeri, mengikuti pendidikan atau
pelatihan/kursus, menunaikan ibadah haji, dirawat

di rumah sakit, cuti, atau alasan lain yang sejenis,

maka yang melaksanakan tugas dan kewenangan

PPTK adalah pejabat yang ditunjuk sebagai

Pelaksana Harian (Plh) pada jabatan struktural

yang bersangkutan.

Dalam hal PPTK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf d, dan huruf e, tidak

dapat melaksanakan tugas :

a. sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja
sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, PPTK
tersebut wajib memberikan surat kuasa
kepada orang yang ditunjuk untuk
melaksanakan tugas dan kewenangan PPTK



p'l

dengan diketahui oleh PA atau KPA pada
Sekretariat Daerah;

b.  lebih dari 1 (satu) bulan, harus ditunjuk PPTK
pengganti dan diadakan berita acara serah

terima.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (4) diubah, dan diantara

ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat
(3a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Persyaratan, Tugas dan Tanggung Jawab
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

(1).

(2).

(3.

Pasal 10
Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam
DPA, DPPA, dan DPA-L SKPD, PA menetapkan
pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD seba gai PPK-SKPD.

PPK-SKPD sebagai pelaksana fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD  harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. rstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

b. memiliki kompetensi yang cukup di bidang
penatausahaan  keuangan daerah yang
dibuktikan ~ dengan  sertifikat pelatihan
kebendaharaan daerah;

& memiliki integritas moral, disiplin dan
tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas:

a.  meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan
barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dengan diketahui
oleh PPTK dan disetujui oleh Pejabat Pembuat
Komitmen;



b.  meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-
TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta
penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran;

¢.  melakukan verifikasi SPP;
d. menyiapkan SPM;

e.  melaksanakan akuntansi SKPD

f.  menyiapkan laporan keuangan SKPD.

(32). Dalam wmelaksenakan  tugasnya  PPK-SKPD
dibantu oleh Pembantu PPK maksimal 5 (lima)
orang untuk Kantor dan Bagian dilingkungan
Setda serta 7  (tujuh) orang  untuk
Dinas/Badan/Setwan/Inspektorat yang
melaksanakan fungsi Verifikasi, Pembuatan SPM,
Akuntansi dan Pelaporan

(4). PPK-SKPD sebagaimana pada ayat (1) diangkat
dengan Keputusan PA.

(5). PPK-SKPD dilarang merangkap sebagai pejabat
yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan daerah, bendahara, Pejabat Pembuat
Komitmen, PPTK, panitia/pejabat pengadaan, dan
Pelaksana Pengawasan Teknis.

Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

(1). Dalam hal PPK-SKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 dijabat oleh pejabat struktural,
apabila  yang  bersangkutan tidak  dapat
melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 7 (tujuh)
hari kerja berturut-turut, antara lain karena sedang
melakukan kunjungan ke daerah atau ke luar
negeri, mengikuti pendidikan atau
pelatihan/kursus, menunaikan ibadah haji, dirawat
di rumah sakit, cuti, atau alasan lainnya, maka
yang melaksanakan tugas dan kewenangan PPK-
SKPD adalah pejabat yang ditunjuk sebagai



Pelaksana Harian (Plh) pada jabatan struktural
yang bersangkutan.

(2). Dalam hal PPK-SKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 dijabat oleh unsur staf, apabila yang
bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas :

a. sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja
sampai selamalamanya 1 (satu) bulan, PPK-
SKPD tersebut wajib memberikan surat kuasa
kepada orang yang ditunjuk untuk
melaksanakan tugas dan kewenangan
PPKSKPD dengan diketahui oleh PA atau
KPA pada Sekretariat Daerah;

b. lebih dari 1 (satu) bulan, harus ditunjuk
PPK-SKPD pengganti dan diadakan berita
acara serah terima.

r

7. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

(1). Dalam hal ULP sebagaimana dimaksud dalam
pasal 14 belum terbentuk atau belum mampu
melayani keseluruhan kebutuhan pengadaan
barang, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan
untuk melaksankan Pengadaan Barang/Jasa

(2). Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), memiliki persyaratan keanggotaan, tugas
pokok dan kewenangan sebagaimana persyaratan
keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan
kelompok kerja ULP.

8. Kefentuan dalam Lampiran VI diubah sehingga
berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini :

Pasal IT

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
dan berlaku surut sejak 18 Januari 2011,



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 1 Maret 2011

HENTIHU

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 1 Maret 2011




LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI BURU
NCMOR E = TAHUN 2011
TANGGAL : 1 Maret 2011

KOP SKPD

NOTA PERCAIRAN DANA

Kepada :  Pengguna Anggaran/Kuasa PA")
Dari - Pegabat Pelaksana Teknis Kegiatan
& ...sebutkan nama Kegiatan....
Nomor
Tanggal = A ;
Tembusan : 1. Yth. Bendahara Pengeluaran
2. Yth. Pejabat Penatausahaan Keuangan
Perihal ; Permohonan Pencairan Anggaran Kegiatan/Pengajuan SPP {(UP/TU/GU*)
. Pendahuluan

Diuraikan narasi singkat yang berisi mengenai Tolek Ukur, Jumiah Permehenan Telal afau
sebagaian (TU/GU *) dan penjelasan sihgkal mengenai rencana pelaksanaan
il. Rencana Pengambilan Dana

Kode Rekening Uraian Belanja (sesuai rincian DPA} Jumiah Ket
¥ s SPP-GU
SPP-TU
Jumiah Rp
Kolom keterangan dapat diisi tengan jenis SPP per koda rekening
il Penutup
Mengetahul, Pejabat Peiaksana Teknis Kegiatan
Pengguna Anggaran/KPA i ;
(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)



